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Abstrak
Laut juga menjadi salah satu aspek kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia memiliki perbatasan wilayah baik di darat maupun di laut dengan negara tetangga. Perbatasan laut ini juga menjadi salah pemicu konflik antar negara. Timbulnya konflik perbatasan laut antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh isu kedaulatan saja tetapi juga isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konflik batas wilayah ini juga dialami oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia di titik pertemuan Selat Singapura dan Selat Johor. Dimana antara Indonesia dan Singapura segala bentuk perjanjian batas wilayahnya telah selesai, sedangkan Singapura dan Malaysia walau suadah ada perjanjian sebelumnya, tetapi mereka masih ingin melakukan perundingan kembali, mengingat pada saat perjanjian tersebut ditandatangani bukan dengan Negara Malaysia, melainkan dengan Negara Bagian Johor. Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut dapat dilakukan dengan penetapan status three junction point. Walau pada akhirnya Indonesia hanya bisa menunggu sampai Malaysia dan Singapura menyelesaikan perjanjian batas wilayahnya.
Kata Kunci: kedaulatan, konflik batas wilayah, three junction point.

Abstract

The sea is also an aspect of a country's sovereignty. Indonesia as an archipelagic country, where two-thirds of its territory is oceans. Of course, this makes Indonesia have territorial borders both on land and at sea with neighboring countries. This sea border is also one of the triggers for conflict between countries. The emergence of maritime border conflicts between countries is not only influenced by issues of sovereignty but also economic, political, social and cultural issues. This boundary conflict is also experienced by Indonesia, Singapore and Malaysia at the meeting point of the Singapore Strait and the Straits of Johor. Whereas between Indonesia and Singapore all forms of territorial boundary agreements have been completed, while Singapore and Malaysia even though there were previous agreements, they still want to renegotiate, considering that at the time the agreement was signed it was not with Malaysia, but with the State of Johor. In resolving territorial boundary disputes, it can be done by determining the status of a three junction point. Although in the end Indonesia can only wait until Malaysia and Singapore finalize their territorial boundary agreement.
Keywords: sovereignty, boundary conflict, three junction point.  

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya sekitar 7,7 juta km, dimana dua pertiga dari luas wilayah tersebut yaitu 5,8 juta km terdiri dari lautan, sedangkan sisanya seluas 1,9 juta km merupakan daratan. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 81.000 km. Degan panjangnya garis pantai tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua setelah Kanada (Purnomo 2004). Sejauh ini Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masih ada 1.448 pulau yang memerlukan proses validasi dan verifikasi (Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2017).  
Sebagai salah satu negara kepulauan dengan predikat terbesar di dunia, Indonesia memiliki banyak garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut. Indonesia memiliki perbatasan internasional di wilayah darat dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga yakni: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (Admin 2017). Perbatasan dengan negara lain tersebut, dapat terjadi apabila daratan dan perairan internal atau laut teritorial kedua negara letaknya berdampingan. 
Wilayah negara menjadi sebuah konsep yang paling mendasar (fundamental) dalam hukum internasional untuk menunjukan adanya kekuasaan serta kedaulatan dari suatu negara dalam batas-batas wilayahnya (Kusumaatmadja and Agoes 2015). Kedaulatan suatu negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu kedaulatan suatu negara di daratan, lautan dan udara. Kedaulatan wilayah (territorial sovereignty) bak dua sisi mata uang logam, diamana memiliki sisi positif dan juga sisi negatif. Malcolm Shaw dalam bukunya yang berjudul International Law menyatakan bahwa sisi positif dari kedaulatan merupakan eksklusifitas kompetensi suatu negara atas wilayah dari negara itu sendiri. Selain itu, Shaw juga menjelaskan bahwa sisi negatif dari kedaulatan itu sendiri yang merujuk pada kewajiban dari negara guna melindungi hak-hak dari negara lain.
Timbulnya suatu persengketaan antar negara tidak saja dipengaruhi oleh isu hukum dan kedaulatan antara negara-negara dalam masalah teritorial tetapi juga isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Salah satu persoalan timbulnya suatu sengketa yang paling mendasar hingga memicu konflik antar negara adalah masalah perbatasan. Termasuk Indonesia yang mempunyai persoalan dengan perbatasan, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga.

Perbatasan merupakan suatu hal yang banyak menuai permasalahan antar negara. Setiap negara akan terus berusaha untuk menambah luas wilayahnya dengan cara melakukan pengklaiman terhadap wilayah dari negara lain agar wilayah negaranya bertambah luas. Hal ini juga yang dilakukan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Si Selat Singapura, Indonesia melakukan perluasan wilayah di Pulau Batam dengan melakukan reklamasi walau pada akhirnya harus terhenti karena isu korupsi (BatamNews 2019), hal serupa juga dilakukan oleh Singapura dengan melakukan reklamasi yang berakibat majunya original base line sejauh 12 km (AR 2007). Tidak hanya kedua negara tersebut Malaysia juga melakukan klaim sepihak atas Pulau Batu Puteh (Pedra Branca), walau pada akhirnya Singapura yang berhak atas Pedra Branca dan Malaysia berhak atas Batuan Tengah (Middle Rocks) dengan didasari putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2008 (Bahri 2011).
Sifat dari perbatasan negara ini sangatlah sensitif. Oleh karena itu segala bentuk penetapan perbatasan tersebut harus dibicarakan oleh para pihak yang bersinggungan. Hal tersebut juga dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura dalam penetapan perbatasan laut. Indonesia tidak bisa secara langsung menentukan titik batas antar negara meskipun wilayah Indonesia sudah diakui hukum Internasional. Sehingga Indonesia tetap perlu melakukan negosiasi terhadap Singapura untuk menyelesaikan persoalan perbatasan kedua negara. Walau batas laut telah diselesaikan kenyataannya masih ada pelanggaran-pelanggaran batas laut.

Begitu pula yang terjadi antara Singapura dan Malaysia atas Selat Johor. Dengan adanya putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2008 tersebut merubah segala bentuk perjanjian tentang batas wilayah laut kedua negara atas Selat Johor. Tentunya dengan ketidakjelasan akan penetapan batas wilayah ini membuat kedua negara terus melakukan provokasi dengan memperluas pelabuhan kedua negara di selat tersebut (Editor 2018).
Persoalan mudahnya pengklaiman wilayah laut yang sering dilakukan oleh negara tetangga terhadap wilayah laut Indonesia ini akibat belum adanya kesepakatan dari titik batas antara negara yang berbatasan. Dengan didasari fakta diatas, artinya masih terdapat banyak pekerjaan rumah pemerintah secara khusus terkait kesepakatan untuk mengambil langkah-langkah penting dan dianggap perlu. Dalam hal ini sangat penting bagi negara yang bersengketa untuk mengadakan pertemuan-pertemuan guna menghasilkan sebuah kesepakatan bersama untuk ditetapkan sebagai jalan keluar dari persoalan delimitasi perbatasan dengan negara tetangga.

Masalah krusial lain yang sampai sekarang belum menemukan titik terang adalah masalah kepastian batas maritim Indonesia – Singapura - Malaysia. Hal ini dikarenakan masih berlangsungnya perluasan wilayah yang dilakukan oleh Singapura, hingga di tahun 2019 Malaysia menghentikan ekspor pasir ke Singapura (KumparanNews 2019). Berdasarkan tahun tersebut Indonesia, Singapura dan Malaysia sudah menyelesaikan perjanjian tentang batas wilayah, hanya saja masih tetap dilanggar.
Perbatasan landas kontinen antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka bagian utara seluruhnya telah selesai dan dituangkan dalam Perjanjian 27 Oktober 1969 yang telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969 (Kementerian Pertahanan 2010). Selain wilayah batas landas kontinen di Selat Malaka, perjanjian ini juga mencakup wilayah lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Laut Natuna. Garis batas pada Selat Malaka ini terhenti pada titik 10 menjelang Selat Johor tepatnya di sebelah utara Pulau Rangsang (Agusman 2010). Terhentinya proses tersebut diakibatkan masih berlangsungnya penyelesaian batas laut territorial Singapura dan Malaysia (Tempo.co 2017). 

Sedangkan batas laut teritorial Indonesia dengan Malaysia di wilayah Selat Malaka, terdapat wilayah yang jaraknya kurang dari 24 mil. Hal ini telah diselesaikan melalui Perjanjian 17 Maret 1970 (diratifikasi dengan UU Nomor 2 Tahun 1971).  Tetapi pada wilayah perairan ini terdapat titik yang belum diselesaikan yakni titik 8 menjelang Selat Johor di sebelah utara Pulau Rangsang, hal ini akibat dari belum selesainya penyelesaian titik 10 batas landas kontinen.
Di Selat Singapura, dimana Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura juga telah menyelesaikan batas laut wilayah di perairan tersebut. Selat yang lebarnya kurang dari 15 mil membuat Indonesia dan Singapura tidak memiliki perairan zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Dalam perjanjian batas wilayah diperairan tersebut, Indonesia-Singapura ini terbagi atas 3 segmen, yaitu:

a. Segmen Tengah yang telah disepakati dan ditandatangani tanggal 25 Mei 1973;

b. Segmen Barat ditandatangani tanggal 10 Maret 2009 di Jakarta dan telah diratifikasi dengan UU No. 4 tahun 2010; dan

c. Segmen Timur ditandatangani tanggal 3 September 2014 di Singapura dan telah diratifikasi dengan UU No. 1 tahun 2017.

Penetapan batas laut wilayah di Selat Singapura segmen timur ini juga terbagi menjadi 2 (dua) wilayah perundingan, yaitu:

a. Segmen Timur I (perairan disekitar wilayah Changi hingga Batam) dan;

b. Segmen Timur II (perairan disekitar wilayah South Ledge - Middle Rock – Pedra Branca).
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Gambar 1 Peta Perjanjian Perbatasan Singapura dan Indonesia

Hingga saat ini masih banyak perbatasan laut Indonesia yang belum mencapai kata kesepakatan dengan negara tetangga. Penyelesaian tentang batas wilayah ini sering menggunakan jalur diplomasi dan negosiasi dengan negara tetangga, hanya saja proses diplomasi dan negosiasi tersebut bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, terkadang alotnya negosiasi, egonya kedua diplomat seringkali membuat lamanya proses ini. Dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) sendiri tidak diatur secara jelas terkait dengan kewenangan penegakan hukum di perairan yang belum ditetapkan batas maritimnya selama proses negosiasi tersebut sedang berlangsung.

Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi yang berjalan alot tersebut sedang berlangsung sering kali terjadi pelanggaran hukum nasional di wilayah sengketa tersebut, dan seringkali otoritas dari salah satu negara yang bersengketa tersebut melakukan penegakan hukum nasionalnya di wilayah perairan yang belum ditetapkan batas maritimnya yang di klaim sebagai bagian dari wilayah negaranya tersebut sehingga seringkali menimbulkan persoalan lebih lanjut.

Dalam penyelesaian sengketa laut antara Indonesia, Singapura dan Malaysia, posisi Indonesia hanya menunggu negosisasi anatara Singapura dan Malaysia agar Indonesia dapat kembali melakukan negosiasi dengan Malaysia dititik 10 dan titik 8. Mengingat Selat Singapura dan Selat Johor ini merupakan jalur yang sangat menguntungkan karena letaknya yang sangat strategis dengan berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara/ Laut Cina (Tiongkok) Selatan. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena kedua perairan tersebut termasuk dalam jalur ALKI I. Selain letaknya yang strategis tentunya kedua selat tersebut sangat rentan untuk terjadi konflik, terutama konflik klaim wilayah.

Dengan disahkannya peta Indonesia yang baru di tahun 2017, maka dari itu Indonesia perlu merubah beberapa titik laut dengan mengadakan kesepakatan dengan beberapa negara. Ini juga membuat Indonesia kembali memiliki beberapa Three Junction Point yang belum disepakati. Dengan Three Junction Point yang sudah disepakati tidak perlu mengadakan kesepakatan yang baru. Adapun batas laut yang bersingungan tersebut, yaitu:

1. Three Junction Indonesia-Malaysia-Thailand di bagian Utara Selat Malaka;

2. Three Junction Indonesia-Filipina-Malaysia di sisi barat (Belum disepakati);

3. Three Junction Indonesia-Filipina-Palau di sisi timur (Belum disepakati);

4. Three Junction Indonesia-India- Thailand di Laut Andaman;

5. Three Junction Indonesia-Malaysia- Vietnam di Laut Natuna;

6. Three Junction Indonesia-Vietnam- China di Laut Natuna (Belum disepakati);

7. Three Junction Indonesia-Singapura-Malaysia di Selat Malaka dan Selat Singapura;

8. Three Junction Indonesia-Singapura-Malaysia di Selat Singapura dan Selat Johor (Belum disepakati).

Hal ini menjadi sengketa antara Indonesia dengan Singapura karena permasalahan garis batas. Dalam hal ini, kedua negara juga sudah mulai mendapat titik cerah. Namun masih ada sejumlah perundingan yang perlu dilakukan guna mengisi kekosongan antara kemutlakan teritori tersebut dengan Malaysia. Selain itu ketiga negara perlu menentukan Three Junction Point atau titik temu tiga negara untuk mencapai kesepakatan mutlak. Sebab, jika batas sudah ditetapkan, apapun yang terjadi tidak bisa dirubah lagi. Oleh karenanya dalam penelitian ini memunculkan 2 rumusan masalah yakni tentang status hukum dari titik persilangan di Selat Johor dan Selat Singapura dan bentuk penyelesaian sengketa titik persilangan di Selat Johor dan Selat Singapura.
METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (Soekanto and Mamudji 2004). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitan guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang digunakan unruk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2005).
Adapun alasan penggunaan metode normatif, dikarenakan kesepakatan yang dilakukan antara Indonesia, Singapura dan Malaysia terkait dengan batas wilayah ini dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh ketiga negara. Tetapi fakta lapangan menyakatan bahwa masih sering terjadinya pelanggaran akan perjanjian tersebut dengan melakukan klaim sepihak atau pun pelanggaran batas wilayah yang mengakibatkan sengketa.
Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain: Pertama, pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki 2016), dimana aturan yang ditelaah merupakan aturan yang berkaitan dengan hukum laut internasional yakni The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan perjanjian internasional antara ketiga negara. Kedua, pendekatan konseptual (conseptual approach) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki 2016), dimana Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Trilateral Cooperation/ Joint Cooperation, yang berupa Three Junction Point.

Tentunya penelitian ini memerlukan bahan hukum, dimana terdapat 2 bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang digunakan sebagai bahan utama penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

2. Straits Settlements and Johore Territorial Waters (Agreement) Act 1928

3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1969 Tentang Mengesahkan "Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis-Garis Landas Kontinen Antara Kedua Negara
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentangpenetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini tentunya juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengenai hukum laut internasional.

Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan menetapkan isu hukum yang ditelaah dengan studi kepustakaan terhadap segala bahan hukum sekunder guna menelusuri apakah sesuai dengan isu yang bahas. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang membuat peneliti perlu menelaah terhadap semua peraturan yang ada terkait dengan sengketa ini dimana ini juga menjadi bahan hukum primer. Pengumpulan bahan hukum dilakukan juga melalui internet, dan juga melalui salah satu badan yang terkait dengan sengketa ini, yaitu Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) IV Tanjung Pinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Status Wilayah Selat Johor dan Selat Singapura

Selat Singapura dan Selat Johor merupakan 2 selat yang letaknya berdekatan, hal ini memerlukan suatu aturan khusus diwilayah tersebut. Kedua selat itu memisahkan 3 negara yaitu Singapura, Indonesia (Kepulauan Riau) dan Malaysia (Johor). Pada dasarnya untuk perjanjian mengenai batas wilayah atas kedua selat telah selesai. Untuk Selat Singapura perjanjian tersebut dibuat antara Indonesia dan Singapura. Sedangkan untuk Selat Johor perjanijan batas wilayah tersebut dibuat oleh Singapura dan Malaysia.

Adapun pengaturan batas wilayah atas Selat Singapura tersebut dibagi ke dalam 3 bagian dan di waktu yang relatif berjauhan, perjanjian antara Indonesia dan Singapura tersebut menghasilakan 3 perjanjian yaitu:  

1. Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the Strait of Singapore, perjanjian ini mengatur segmen tengah yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura;

2. Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the western part of the Strait of Singapore perjanjian ini mengatur segmen barat yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009;

3. Treaty between the Republic of Singapore and the Republic of Indonesia relating to the delimitation of the territorial seas of the two countries in the eastern part of the Strait of Singapore perjanjian ini mengatur segmen timur yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 3 September 2014 dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Timur Selat Singapura, 2014.

Pengaturan batas wilayah atas Selat Johor ini dituangkan kedalam Straits Settlements and Johore Territorial Waters (Agreement) Act 1928 yang kemudian ditandatangani di Singapura pada tanggal 19 Oktober 1927 antara Kerajaan Inggris yang pada saat itu bertindak sebagai penguasa kolonial dari Pemukiman Selat di mana Singapura menjadi bagiannya, dengan Kesultanan Johor yang pada saat itu merupakan negara yang berdaulat. Kemudian di tahun 1995 Negara bagian Johor yang kini menjadi negara bagian dari Malaysia bersama dengan Singapura yang merupakan negara penerus perjanjian sebelumnya menandatangani perjanjian perbatasan. 
Dengan adanya perjanjian atas kedua selat tersebut secara hukum berkaitan dengan batas wilayah telah selesai. Dalam kasus Selat Singapura sebelum adanya perjanjian tersebut terdapat banyak pelanggaran batas wilayah, sedangkan dengan adanya perjanjian tersebut pelanggaran tetap ada dan tidak berkurang. Terkait dengan pelanggaran batas wilayah sering terjadi pasca adanya Traffic Separation Scheme (TSS). Selain pelanggaran batas wilayah juga sering terjadinya kejahatan di sekitar TSS tersebut.

Pada kasus Selat Johor, sebelum adanya perjanjian kedua negara masih berada dibawah pemerintahan Kerajaan Inggris yang membuat kedua negara mengadakan perjanjian pada tahun 1927 tanpa adanya permasalahan. Munculnya permasalahan pasca keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965 yang membuat permasalahan batas laut menjadi problem utama. Hal ini diperparah dengan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura. Oleh karena kejadian tersebut pada tahun 1928 dibuatlah perjanjian antara Singapura dan Malaysia untuk menghentikan reklamasi yang dilakukan oleh Singapura di muara Selat Johor (Perairan Tuas). Tetapi kenyataannya kedua negara tetap melakukan perluasan wilayah. Tentunya hal-hal tersebutlah yang berakibat terjadinya perubahan status hukum atas kedua selat menjadi telah selesai. 
Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa beragam perjanjian yang dibuat tidak berpengaruh malah memperbanyak pelanggaran batas wilayah, baik yang terekspos maupun yang tidak. Pada kasus Selat Singapura pelanggaran tersebut sering dilakukan Singapura. Pelanggaran tersebut dilakukan dalam bentuk pengusiran kapal-kapal niaga Indonesia saat masih berada di wilayah perairan Indonesia dengan didasari bahwa mereka telah memasuki wilayah perairan Singapura. Tentunya hal tersebut menjadi bukti adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh Singapura. 

Selain pelanggaran batas wilayah masih banyaknya pelanggaran lain serta kejahatan yang terjadi di Selat Singapura, hal ini mengakibatkan Indonesia merasa masih perlu menyelesaikan permasalahan di Selat Singapura. Tentunya ini menjadikan perubahan status hukum yang awalnya telah selesai menjadi belum selesai. Disisi lain Singapura menggap status hukum atas selat ini telah selesai dengan adanya Traffic Separation Scheme (TSS).

Untuk kasus Selat Johor, dengan adanya perjanjian tahun 1928 dan perjanjian Case concerning land reclamation by Singapore in and around the Straits of Johor (Malaysia v Singapore) Settlement Agreement yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 26 April 2005 menjadikan status hukum atas selat ini juga ikut menjadi selesai. 
Segala bentuk perjanjian tersebut serta status hukum atas selat tersebut kini telah berubah akibat dari pembangunan Pelabuhan Tuas di Singapura serta proyek reklamasi tanah pada kepulauan di timur laut Malaysia. Dengan adanya pembangunan serta reklamasi yang dilakukan Singapura memunculkan konflik yang berimbas pada berubahnya status hukum atas Selat Johor menjadi Status Quo. 

Fakta-fakta tersebut membuat perubahan status hukum atas kedua selat yang diakibatkan oleh faktor-faktor berikut:
1. Pengusiran di Selat Singapura

Pengusiran di Selat Singapura kerap terjadi didasari pada dalih pelanggaran batas wilayah, padahal secara koordinat kapal-kapal tersebut masih berada di perairan Indonesia. Pengusiran ini dilakukan oleh kapal Coast Guard Singapura.

Menurut Saudara Brian Daniel Abraham Lomboan sebagai salah satu kru kapal niaga yang pernah beroperasi di Selat Singapura, bahwa pengusiran tersebut kerap dialami oleh kapal-kapal kayu/kapal tradisional. Sedangkan bagi kapal niaga lainnya hampir tidak pernah mendapatkan pengusiran tersebut.

Bila berkaca pada aspek pertahanan tentu Singapura kerap mewaspadai kapal-kapal tradisonal ini karena sering melakukan pelanggaran. Pengusiran terhadap kapal-kapal kayu/ kapal tradisonal ini dikarenakan kapal-kapal tersebut terindikasi sering digunakan sebagai kapal untuk melakukan penyelundupan ke Malaysia.

Berdasarkan keterangan Letnan Satu Laut (T) Atik Wibowo, S.H. (Dinas Hukum Lantamal IV), modus yang kerap digunakan oleh pelaku dengan menggunakan kapal-kapal niaga yang status manifesnya sebagai kapal angkut lanjut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Kemudian kapal tersebut keluar dari pelabuhan ke negara yang dituju, dimana biasanya menuju ke Thailand. Setelah keluar dari pelabuhan kapal ini tidak langsung menuju ketujuannya, tetapi mereka melenceng beberapa mil dari tujuan untuk menuju ke titik yang dianggap aman untuk melakukan penyelundupan. 

Penyelundupan ini dilakukan dengan melakukan bongkar muatan pada kapal tersebut ke kapal-kapal cepat ataupun kapal-kapal kecil, tak jarang juga menggunakan kapal-kapal kayu. Hal ini yang mendasari pengusiran yang dilakukan oleh Singapura tersebut.

Dalam hal pengusiran Indonesiapun juga cukup sering melakukan pengusiran kapal-kapal. Pengusiran tersebut dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dengan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) ketika adanya kapal yang menon-aktifkan Automatic Identification System (AIS) dengan disertai lego jangkar di perairan Indonesia tanpa izin. Biasanya penonaktifan AIS ini dilakukan ketika kapal-kapal tersebut menunggu giliran untuk bersandar di peabuhan dan juga disertai dengan lego jangkar.

Kejadian ini sering terjadi karena kapal-kapal tersebut berpikir bahwa jangkar yang mereka tambatkan masih berada dalam perairan Singapura, karena kebanyakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh kapal-kapal yang hendak masuk ke Singapura. Pelanggaran tersebut kerap terjadi sejak adanya Traffic Separation Scheme (TSS).

Pengusiran ini sering sekali didasari pada insting dari Komandan KRI, dimana secara hukum hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengingat adanya UU Pelayaran maka alangkah lebih baiknya dikenakan aturan tersebut. Selain itu secara kedinasan yang melakukan pengawasan serta penindakan wilayah laut di Selat Singapura ini cukup banyak mulai dari TNI AL, Gugus Keamanan Laut Komando Armada Republik Indonesia (Guskamla), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). 

Lembaga-lembaga tersebut berhak menindak bila mereka berada dilaut, tentunya hal ini menjadi polemik tersendiri. Terkadang juga bukan hanya sekedar melakukan penindakan tetapi juga sampai pada tahap penyidikan, setelah diketahui unsur pelanggarannya lalu diserahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan jenis pelanggarannya.

2. Traffic Separation Scheme

Traffic Separation Scheme merupakan sebuah sistem manajemen rute lalu lintas maritim yang pengaturannya berada di bawah International Maritime Organization (IMO) (Agoes 2020). Lalu lintas ini bertujuan untuk mengarahkan/ mengatur pergerakan kapal yang berada di bawah navigasi dari TSS untuk berlayar ke arah yang tepat (searah).  

Pada dasarnya TSS ini prinsipnya sama seperti jalan raya yang memiliki arah yang sama. Dimulai dari kecepatan, putar balik, menyebrang, berbelok semuanya telah diatur, oleh karenanya TSS juga dapat dipersamakan seperti Air Traffic Control (ATC) pada jalur penerbangan.

Indonesia sendiri memiliki 3 TSS yang yang terletak, di Selat Singapura, Selat Sunda dan Selat Lombok. Untuk TSS Selat Lombok dan Selat Sunda pengelolaan sepenuhnya ada di tangan Indonesia. Sedangjan untuk TSS di Selat Singapura pengelolaannya dilakukan bersama-sama antara Indonesia dengan Singapura.

Pada permasalahan dalam penelitian ini TSS tersebut bukan hanya dijadikan sebagai pengatur lalu lintas pelayaran, melainkan sebagai suatu hal yang dianggap telah menyesaikan permasalahan batas laut antara Indonesia dan Singapura. Hal ini dikarenakan Selat Singapura kerap dijadikan tempat penyelundupan berupa penyelundupan rokok tanpa cukai, obat, beras, narkoba, tenaga kerja, hingga human trafficking.
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TSS ini memang dibuat untuk mengatur lalu lintas pelayaran, sayangnya di TSS ini jugalah banyak terjadinya pelanggaran serta kejahatan. Hal ini karena TSS ini dikelola oleh kedua negara tentunya menyulitkan dalam penindakannya. Selain itu TSS yang digunakan berada di Sector 7 dimana kapal-kapal ini bisa langsung melarikan diri ke Malaysia.

3. Perluasan Pelabuhan di Selat Johor

Permasalahan di Selat Johor ini terjadi sejak Singapura melakukan reklamasi pantai di Selat Johor yang kemudian permasalahan ini di bawa ke ITLOS dan telah diputus di tahun 2008 (Yusuf 2004). Kemudian permasalahan ini bergulir kembali di akhir tahun 2018, dengan Malaysia yang melakukan perluasan pelabuhan Johor Bahru. Tentu saja hal tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi kepada Singapura.
Perluasan tersebut membuat Singapura kecewa karena Malaysia menolak untuk kembali kepada status quo sebelum terjadinya perluasan Pelabuhan Johor Bahru. Singapura menyatakan bahwa Malaysia mencaplok Kawasan perairannya dengan mempeluas pelabuhan tersebut. Bukan hanya melakukan perluasan tetapi disertai dengan intrusi kapal-kapal pemerintah Malaysia ke perairan Singapura (Wahyuni 2018).
Sebagai respon atas perluasan tersebut, Singapurapun ikut melakukan perluasan batas pelabuhan di lepas perairan Tuas. Hal ini dilakukan sebagai respon atas kekecewaan Singapura yang protes mereka tidak di gubris oleh Malaysia.
Melihat kejadian tersebut membuat Pemerintah Malaysia menjawab dengan menyarankan agar kedua negara dapat melakukan pertemuan guna menyelesaikan permasalahan ini (Editor 2018). 

Adapun faktor dari perluasan pelabuhan ini didasari atas kepentingan negara di selat tersebut. Dalam hal ini Singapura memiliki kepentingan mengingat sibuknya Selat Singapura, serta lokasinya yang strategis dan kedalaman air laut yang tepat sebagai kota pelabuhan. Hal tersebut tentunya merugikan Malaysia, karena secara geografis muara dari selat ini sangat dekat dengan Selat Singapura.
Oleh karenanya langkah Malaysia untuk meperluas wilayah pelabuhan Johor Baharu tersebut guna menampung kapal-kapal yang bobotnya terkategorikan ringan dapat bersandar di Pelabuhan tersebut. Disamping itu perluasan tersebut juga dilakukan untuk mengurangi wilayah laut agar Singapura berhenti melakukan reklamasi.
B. Bentuk Penyelesaian Sengketa di Wiliyah Selat Johor dan Selat Singapura

Selat Johor dan Selat Singapura adalah 2 selat yang sangat strategis, hal ini dikarenakan letak kedua selat yang diapit oleh 2 perairan yang menjadi jalur perdagangan yaitu Selat Malaka dan Laut Natuna Utara/ Laut Cina Selatan. Tentunya ini juga berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang mana kedua perairan tersebut termasuk dalam jalur ALKI I.

Dengan letaknya yang strategis, membuat kedua selat ini sangat rentan terjadinya konflik, khususnya konflik klaim wilayah. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) jalur ALKI I sangat rentan dengan konflik klaim wilayah (Hafizh 2020). Klaim wilayah tersebut dibagi atas 3 klaim yaitu; klaim penuh, klaim sebagian dan klaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selain klaim wilayah, bahaya lain yang timbul di jalur ini diakibatkan dari kepadatan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka. Bahaya tersebut biasanya berupa pembajakan kapal dan juga penyelundupan baik berupa narkoba, barang ilegal maupun manusia (Hafizh 2020). Dengan banyaknya kapal yang berlalu lalang di perairan tersebut membuat sulit terdeteksinya kejahatan.

Berdasarkan pernyataan Lettu Laut (T) Atik Wibowo, S.H. dari Dinas Hukum Lantamal IV, beliau membenarkan terjadinya pelanggaran, kejahatan serta konflik tersebut hanya saja tidak semuanya berkaitan dengan Indonesia. Titik pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan berada di koordinat 1°12'38.9"N 103°32'40.9"E, dimana lokasi ini berada di Selat Singapura sebelum memasuki wilayah Selat Johor dan dengan demikian lebih condong dapat disebut berada di antara perairan Malaysia dan Singapura.


Namun demikian, kejahatan di perairan tersebut cukup membahayakan bagi Indonesia hal ini dikarenakan berada di sekitar TSS Sector 7. TSS Sector tersebut berada di sekitar perairan Karimun, Kepulauan Riau.

Selanjutnya Lettu Atik juga menuturkan bahwa pelanggaran yang terjadi di sekitar Selat Singapura pada dasarnya telah berlangsung sejak lama, namun hingga tahun 2020 masih sering terjadi pelanggaran yang sama dan berulang walaupun jumlah pelanggarannya tidak bertambah dan juga tidak berkurang (tetap ada).

Mengingat banyaknya pelanggaran, kejahatan, konflik, serta kepentingan yang terjadi atas kedua selat tersebut, maka dirasa perlu bagi ketiga negara untuk melakukan perundingan guna mengadakan perjanjian kerjasama atas wilayah yang bermasalah tersebut. Perjanjian ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut. Tentunya perundingan ini menggunakan jalur negosiasi. Negosiasi yang dapat diambil berupa negosiasi kolaborasi (win-win). 

Negosiasi ini tentunya dapat dilaksanakan jika Singapura dan Malaysia telah menyelesaikan pemasalahan mereka atas Selat Johor. Selama hal tersebut belum terlaksana tentunya Indonesia hanya bisa menunggu dan mendesak kedua negara guna segera menyelesaikan permasalahannya.

Dalam masa penantian ini Indonesia bisa merancang aturan guna merespon perjanjian yang nantinya akan dibuat antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Koordinasi tersebut terjalin antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berkaitan dengan perbatasan dan pengamanan batas wilayah serta segala ancaman yang dapat terjadi. Selain dengan Kemenhan, Kemenlu dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkaitan dengan alur pelayaran yang tentunya akan berubah dengan adanya perjanjian tersebut. Berikutnya koordinasi juga perlu dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Propinsi Kepulauan Riau secara khusus Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. 

Dalam aspek ekonomi Kemenlu juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekon), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berkaitan dengan pemetaan ekonomi, pembangunan perekonomian daerah serta peluang pariwisata yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dengan adanya perjanjian tersebut. Berkaitan juga dengan aspek ekonomi, perlunya koordianasi antara Kemenlu dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) dalam hal kerjasama pengelolaan sumber daya laut yang ada di titik pertemuan Selat Johor dan Selat Singapura.

Negosiasi ini akan dilakukan Indonesia dengan Singapura dan Singapura dengan Malaysia. Tentunya negosiasi ini akan menjadi negosisasi bilateral yang cukup sulit mengingat kompleksnya permasalahan di kedua selat tersebut. Banyak faktor yang menyulitkan proses negosiasi tersebut, mulai dari ego setiap negara, anggapan bahwa permasalahan hanya ada di salah satu pihak dan berbagi faktor kepentingan didalamnya. Negosiasi ini merupakan jalur yang memungkinkan guna menghindari konflik lainnya.

Setelah melalui proses panjang dari negosiasi bilateral, langkah berikutnya yang perlu diambil oleh ketiga negara adalah negosiasi trilateral. Negosiasi trilateral ini bukan hal baru bagi Indonesia, Singapura dan Malaysia, pasalnya pada tahun 2004 dari negosiasi trilateral tersebut menghasilkan perjanjian Kerjasama penjagaan keamanan di sekitar Selat Malaka yang kemudian di beri nama Malsindo Trilateral Coordinated Patrol (Wijaya 2017). Dengan dasar kerjasama tersebut diharapkan dampak proses negosiasi dapat menghasilkan program kerjasama antar negara terkait.

Dengan banyaknya kerjasama ketiga negara berkaitan dengan pengelolaan laut, penjagaan laut serta pertumbuhan ekonomi, maka dirasa perlu untuk kerjasama tersebut dilaksanakan di titik sengketa laut dari ketiga negara. Kerjasama yang sangat dimungkinkan adalah joint cooperation, dimana kerjasama ini merupakan kerjasama jangka panjang antara pemerintah Indonesia, Singapura dan Malaysia dalam mengelola titik pertemuan Selat Singapura dan Selat Johor. Tentunya kerjasama ini dapat berupa kerjasama pengelolaan sumber daya laut, dimana lokasi tersebut akan menjadi lokasi yang ramah bagi para nelayan tradisional. Dan kerjasama ini berada di titik Three Junction Point.

PENUTUP

Simpulan

Status hukum dari kedua selat pada dasarnya telah selesai dengan adanya perjanjian tersebut. Tetapi dengan adanya pelanggaran batas wilayah, reklamasi, kejahatan dilaut mengakibatkan adanya perubahan status atas kedua selat, yang semula telah selesai mejadi Status Quo bagi kedua selat. Oleh karenanya perlu bagi kedua negara untuk melakukan penyelesaian masalah ini dengan bentuk negosiasi. Negosiasi yang dilakukan diawali dengan negosiasi bilateral kemudian dilanjutkan dengan negosiasi trilateral. Negosiasi ini menghasilkan jalinan kerjasama dalam bentuk Joint Cooperation pengamanan wilayah laut terutama pada titik yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Selain itu juga dapat dilakukan Joint Cooperation pengelolaan sumber daya laut secara bersama. Selain Kerjasama tersebut, ketiga negara dapat menentukan titik Three Junction Point sebagai titik pangkal penarikan batas wilayah laut ketiga negara. 

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan sebagaiana diuraika diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kementerian Perhubungan

Mengadakan sosialisasi Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peta Alur Pelayaran Republik Indonesia secara massif kepada seluruh perusahaan pelayaran, perusahaan niaga dan para pelaut yang berlayar di sekitar Selat Singapura.

2. Kementerian Luar Negeri

a. Mendesak Malaysia dan Singapura untuk segera menyelesaikan permasalahan batas laut atas Selat Johor, dengan cara persuasif dan diplomasi. 

b. Dalam penantian rampungnya penyelesaian batas laut Singapura dan Malaysia di Selat Johor, Kementerian Luar Negeri dapat melakukan analisis serta berkoordinasi terkait segala damapak yang dapat terjadi akibat adanya perjanjian tersebut dengan:

· Koordinasi dengan Kemenhan dan TNI berkaitan dengan perbatasan dan pengamanan batas wilayah serta segala ancaman yang dapat terjadi;

· Koordinasi dengan Kemenhub berkaitan dengan alur pelayaran yang tentnunya akan berubah dengan adanya perjanjian tersebut;

· Koordinasi dengan Kemendagri serta Propinsi kepulauan Riau secara khusus Pemkot Batam berkaitan dampak-dampak yang akan timbul terhadap Kota Batam pasca rampungnya perjanjian tersebut;

· Koordinasi dengan Kemenko Ekon, Kemenkeu dan Kemenparekraf berkaitan dengan pemetaan ekonomi, pembangunan perekonomian daerah serta peluang pariwisata yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dengan adanya perjanjian tersebut;

· Koordianasi dengan Kemen KP dalam hal kerjasama pengelolaan sumber daya laut yang ada di titik pertemuan Selat Johor dan Selat Singapura
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